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A. Latar Belakang 
Hukum pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Menurut 
Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 
suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan 
perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, dengan disertai 
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut dan menentukan kapan dan hal-hal apa kepada 
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagaimana telah diancamkan.1 
Hukum pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang merupakan peninggalan zaman 
penjajahan Belanda. KUHP merupakan lex generalis (bersifat umum) bagi 
pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan 
menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. KUHP disusun 
dalam 3 buku, yaitu buku pertama tentang aturan umum, buku kedua tentang 
kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran. 
Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan 
ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir 
dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk 
menanganinya. Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk 
memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam 
melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman dalam hal ini adalah perasaan 
tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman atau pun perbuatan yang dapat 
merugikan antar individu ataupun kelompok dalam masyarakat.2 
                                                             
1 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta: 1987, hlm. 1 
2 Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2015, 
hlm. 1 
Salah satu tindak pidana yang dikhawatirkan oleh masyarakat ialah tindak 
pidana pencurian. Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian 
merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan 
sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang 
pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Seperti kasus 
kakek Samirin yang mencuri getah di ladang suatu perusahaan.3 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian diartikan sebagai 
perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah yang 
biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dalam KUHP, pengertian pencurian 
telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 yaitu barang siapa mengambil 
barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum dan biasanya dilakukan pada saat terjadinya 
bencana alam dan/atau pada malam hari di rumah atau pekarangan dan/atau 
dilakukan lebih dari dua orang atau lebih dan/atau dilakukan dengan cara merusak.4 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 
362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut : 
a. Unsur subjektif, terdiri dari : 
1. Adanya maksud; 
2. Yang ditujukan untuk memiliki; 
3. Dengan melawan hukum; 
b. Unsur objektif, terdiri dari : 
1. Perbuatan mengambil; 
2. Objeknya suatu benda; 
3. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda 
tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 
Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila 
terdapat semua unsur tersebut di atas.5 
 Pencurian yang terdapat dalam Pasal 362, Pasal 363 ke-4, Pasal 363 ke-5 
KUHP, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang 
ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, 
                                                             
3 https://kliktodaynews.com/sumut/simalungun/kakek-pencuri-getah-19-kilogram-senilai-rp-17480-
akhirnya-bebas/, diakses pada tanggal 20 April 2020, pukul 08:37 WIB 
4 BAB XXII tentang Pencurian KUHP 
5 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayu Media: 2003, hlm. 5 
dikenai karena pencurian ringan dan dikenakan pidana penjara paling lama tiga 
bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.6 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang 
selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2012, yang pada intinya memerintahkan 
kepada para aparat penegak hukum untuk mengaktifkan kembali ketentuan Pasal 
364 KUHP pada khususnya dalam memproses sebuah kasus pencurian ringan, agar 
kasus-kasus kecil yang didakwa dan dituntut serta dijatuhi hukuman pidana dengan 
Pasal 362 KUHP tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.7 
PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana 
Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, muncul karena adanya opini di masyarakat 
yang menilai bahwasannya pelaku pencurian yang nilainya tidak “seberapa” 
dibandingkan dengan pelaku pencurian yang nilainya “jauh lebih besar”, dalam 
proses pemeriksaannya dianggap sama saja, bahkan ketika hakim memutus suatu 
perkara banyak yang menganggap “maling ayam” lebih berat hukumannya 
dibandingkan “maling kelas kakap” atau istilah keren disebut maling berdasi 
dan/atau maling kelas eksekutif yang hukumannya dianggap jauh lebih ringan.8 
Dalam ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan bahwa 
kata-kata dua ratus lima puluh rupiah yang termuat dalam Pasal 364, Pasal 373, 
Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 
(dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain pengaturan terhadap nilai barang, PERMA 
Nomor 2 Tahun 2012 juga mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 
penyesuaian ketentuan dalam KUHP mengenai nilai denda, Pasal yang dimaksud 
adalah Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat 
(2) KUHP dengan nilai denda yang dilipatgandakan menjadi seribu kali, disamping 
itu juga mengatur mengenai penahanan terhadap tersangka yang melakukan tindak 
pidana ringan, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 
                                                             
6 Pasal 364 KUHP 
7 https://icjr.or.id/icjr-dalam-kasus-samirin-jaksa-penuntut-umum-dan-pengadilan-harus-perhatikan-
penerapan-restorative-justice/, diakses pada tanggal 20 april 2020 pukul 09.46 Wib 
8 Rida Ista Sitepu, “Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan dengan 
PERMA Nomor 2 Tahun 2012”, vol. 2 no. 2, September 2018, hlm. 96  
menentukan apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan ketua 
pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjang penahanan.9 
Salah satu kasus yang menarik adalah kasus kakek Samirin yang termuat 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor perkara 
590/Pid.B/2019/PN.Sim. Kronologi kejadian tindak pidana tersebut bermula ketika 
terdakwa Samirin pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Pukul 18.10 Wib di Areal 
Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori 
Dolok Ulu Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun, terdakwa Samirin mengangon lembu 
dan memungut serta mengumpulkan getah rambung dari mangkok ke mangkok 
yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu ke pohon rambung 
yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik 
kresek berwarna merah. Atas perbuatan tersebut PT. Bridgestone SRE mengalami 
kerugian atas hilangnya getah sebanyak Rp. 17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus 
delapan puluh rupiah). 
Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa kakek Samirin dijatuhi Pasal 193 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 107 huruf d 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan pidana penjara 
2 (dua) bulan 4 (empat) hari. Dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan bahwa setiap orang secara tidak sah 
yang memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
Dalam pasal tersebut diatas tidak menjelaskan objek yang dicuri meliputi 
seperti daun, getah, pohon ataupun buah dan juga tidak menjelaskan berapa 
minimum kerugian dari hasil pencurian tersebut. Sehingga apabila dilihat dari 
kerugian yang dialami oleh PT. Bridgestone atas perbuatan kakek Samirin hanya Rp. 
17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang menurut PERMA 
Nomor 2 Tahun 2012 perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana 
pencurian ringan yang seharusnya bisa bebas dan tanpa dilakukan penahanan. 
                                                             
9 Isi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah 
Dalam KUHP 
Mengingat tujuan hukum menurut Gustav Radburch yaitu keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan menjadi harapan untuk mewujudkan kesejahteraan antar masyarakat. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka hal-hal yang menarik untuk dikaji 
lebih lanjut adalah terkait dengan putusan hakim yang menjatuhkan Pasal 107 huruf 
d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam perspektif 
tujuan hukum. Jika diperhatikan, Pasal yang dijatuhkan oleh hakim terdapat 
kekaburan norma antara maksud dan penjelasan Pasal tersebut dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu perlu dikaji juga terkait pencurian 
yang dilakukan oleh terdakwa dalam perspektif tujuan hukum. Maka penulis 
menuangkan ke dalam judul : ANALISIS YURIDIS PASAL 107 HURUF D 
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN 
TERHADAP PENCURIAN RINGAN HASIL PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF 
TUJUAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim) 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 
590/Pid.B/2019/PN.Sim ? 
2. Bagaimana Implikasi Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah 
Denda Dalam KUHP ditinjau dari perspektif tujuan hukum ? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim 
dalam memutus perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Pasal 107 huruf d Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jika dikaitkan dengan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ditinjau dari perspektif 
tujuan hukum 
D. Manfaat Penulisan 
Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun 
secara praktis, yaitu sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperkaya keilmuan 
mengenai perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam penjatuhan pidana 
dengan memperhatikan peraturan-peraturan lainnya untuk mencapai suatu 
tujuan hukum. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 
masyarakat, terutama bagi masyarakat yang awam mengenai hukum 
pidana. Terutama dalam tindak pidana pencurian, ada banyak kejadian di 
kalangan masyarakat terkait tindak pidana pencurian, namun masyarakat 
hanya mengetahui bahwa itu tindak pidana pencurian tanpa mengetahui 
pencurian tersebut masuk dalam pencurian ringan atau berat. 
b. Bagi praktisi hukum 
Penelitian ini sebagai acuan untuk dapat diterapkan guna keperluan praktik 
hukum bukan sekedar wishful thinking semata-mata. Di lain pihak praktisi 
hukum dapat merujuk hasil penelitian ini dalam membuat legal 
memorandum atau legal opinion atau gugatan, eksepsi, maupun pleidoi. 
Bagi hakim sebagai pemutus sengketa sangat dianjurkan untuk merujuk 
kepada hasil penelitian hukum secara akademis karena putusan yang 
diberikan akan dijadikan bahan kajian juga. 
Bagi jaksa dalam menyusun dakwaan, replik, dan tuntutan/requisitoir dapat 
mempelajari kajian akademis yang relevan dengan perkara yang 
ditanganinya. 
c. Bagi mahasiswa 
Sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana sebagai bahan acuan, 
referensi, atau pedoman bagi pembuatan tugas, penelitian-penelitian 
lanjutan yang lebih inovatif dan solutif atau bahkan karya ilmiah lainnya. 
E. Metode Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memandang hukum dalam 
wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak 
boleh dilakukan. Penelitian yuridis normatif sifatnya perskriptif, yaitu bersifat 
menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dengan kata lain, penelitian ini 
mengkaji law in books yaitu apa yang seharusnya (das sollen). 
1) Jenis Penelitian 
Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan 
dalam jenis penelitian isu hukum dalam dogmatik hukum. Isu hukum dalam 
ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila para pihak yang berperkara atau 
yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau 
bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan 
peraturan itu sendiri. 10 
2) Pendeketan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang 
(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penulis 
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) untuk menelaah 
semua undang-undang yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Meneliti 
adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan 
undang-undang lainnya.11 Selanjutnya yaitu pendekatan kasus (case approach). 
Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah 
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada 
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pendekatan kasus (case approach) yang menjadi kajian pokok adalah ratio 
decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada 
suatu putusan.12 
3) Jenis Bahan Hukum 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Yuridis Normatif, oleh 
karen itu untuk menjawab permasalahan yang menjadi penelitian, penulis 
menggunakan jenis bahan hukum : 
(a) Bahan hukum primer, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan 
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim.13 Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu 
sebagai berikut : 
a. Pasal 362 dan Pasal 364 KUHP; 
b. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan; 
c. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
Dalam KUHP; 
d. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor perkara 
590/Pid.B/2019/PN.Sim 
(b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan.14 Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan bahan hukum sekunder meliputi : 
a. Literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang 
berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan segala bentuk 
literatur hukum maupun non hukum; 
b. Artikel dari internet. 
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4) Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Penelusuran bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan 
dan studi dokumentasi serta dari internet dengan cara mengumpulkan dan 
menelaah peraturan perundang-undangan, buku serta artikel yang berkaitan 
dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya untuk peraturan perundang-
undangan dikaji kaidah hukumnya dari isi pasal yang terkait dengan 
permasalahan. 
Teknik penelusuran bahan hukum yang berupa buku dan artikel akan 
diambil teori maupun pernyataan terkait, dan semua bahan hukum akan disusun 
secara sistematis agar memudahkan proses penelitian. Dalam penelitian ini 
penulis menggunak pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan kasus (case approach) maka penulis mencari peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan menggunakan kasus yang 
relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, 
penelusuran bahan hukum ini didapatkan dari Pusat Dokumentasi dan Informasi 
Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat 
Universitas Brawijaya dan studi pustaka koleksi pribadi penulis. 
5) Teknik Analisis Bahan Hukum 
Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis 
yang tujuannya adalah untuk dapat menguraikan permasalahan hukum yang 
terjadi, sehingga penulis mendapatkan solusi yang tepat. Tujuan dari penulisan 
ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena secara teliti 
untuk mendapatkan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. 
Kemudian penulis melakukan analisis, selanjutnya penulis akan 
menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang 
dilakukan. Berikutnya ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian 
direkomendasikan beberapa hal untuk dapat memperoleh argumentasi akhir 
yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian oleh 
penulis. Penafsiran yang digunakan oleh penulis yaitu penafsiran sistematis 
dengan meninjau pasal-pasal baik dalam undang-undang yang sama maupun 
dengan undang-undang yang lainnya. 
Penafsiran sistematis yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan 
mengubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan 
keseluruhan sistem hukum. Jadi dalam penafsiran sistematis ini tidak dapat 
mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pemahaman terhadap suatu pasal 
secara parsial. 
6) Definisi Konseptual 
Untuk membantu pemahaman pada saat membaca penulisan Skripsi ini, maka 
penulis sedikit menuangkan definisi konseptual dalam penulisan Skripsi ini, antara 
lain sebagai berikut : 
a. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber 
daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, 
dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.  
b. Usaha perkebunan merupakan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan 
barang dan/atau jasa perkebunan. 
c. Pencurian Ringan adalah apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak 
lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan. 
d. Tujuan Hukum mewujudkan keadilan hukum yang sering berbenturan dengan 
kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai 
dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang 
dikorbankan. 
e. Putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai 
keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta 
secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan 
moralitas dari hakim yang bersangkutan. 
f. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 





A. Kajian Umum Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS 
Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku 
pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang 
apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum 
berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum 
ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan 
strafbaarfeit.15 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan 
yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari 
istilah strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni: 
1) Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-
undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjoni Prodjodikoro; 
2) Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna 
dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin 
dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-
Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam 
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 
ayat (1); 
3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan 
strafbaarfeit; 
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4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum 
Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja; 
5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam 
bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga 
Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum 
Pidana Indonesia. 
6) Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-
undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api 
dan Bahan Peledak. 
7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan 
beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.16 
S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, 
Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah 
sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang 
dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang 
yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (yang bertanggungjawab)”.17 
Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana.18 Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan 
pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan 
pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 
kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang 
yang menimbulkan kejadian tersebut”.19 
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Hukum pidana mengenal jenis-jenis tindak pidana yang dapat 
dibedakan menurut pembagian tindak pidana tertentu, sebagaimana tersebut 
di bawah ini: 
a) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran 
Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-
pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, 
pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang 
dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada 
penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik 
kejahatan dengan delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang 
dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang 
sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan 
keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. 
Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum. 
Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah 
diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik 
pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibia atau delik 
undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik 
setelah dirumuskan dalam undang-undang.  
b) Delik Formil dan Delik Materiil 
Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan 
dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang 
bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang 
dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. 
Atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang adalah 
perbuatannya. Sementara delik materiil adalah suatu akibat yang 
dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan 
yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dengan perkataan lain yang 
dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya. 
c) Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan 
Delik kesengajaan adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan 
sementara delik kealpaan adalah suatu delik yang dilakukan karena 
kesalahan atau kealpaan. 
d) Delik Aduan dan Delik Umum 
Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan 
membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang 
dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat 
dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut 
tanpa membutuhkan adanya pengaduan. 
e) Delik Umum dan Delik Khusus 
Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. 
Delik umum ini sering disebut gemene delicten atau algemene delicten. 
Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh 
orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai 
negeri atau anggota militer. 
f) Delik Commisions, Ommisionis dan Commisionis per Ommisionem 
Commissa 
Delik commissions adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan 
secara aktif berarti melakukan delik commisionis. Suatu perbuatan yang 
diharuskan oleh undang-undang disebut delik ommisionis apabila 
perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan 
tidak berbuat berarti melakukan delik ommisionis. Sementara delik 
commisionis per ommisionem commissa adalah delik yang dapat 
diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. 
g) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut 
Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan 
saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-
undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu 
akibat. Sementara deli berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa 
perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan 
erat dan berlangsung terus menerus. 
h) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran 
Menurut Konfrensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud 
dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik 
organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga 
Negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik 
yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik 
campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan 
setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah 
nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan 
tujuan politik, atau sebaliknya. 
i) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi 
Delik biasa (eenvoudige delicten) adalah semua delik yang berbentuk 
pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. 
Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus 
karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau 
mengurangi ancaman pidanya. 
3. Tindak Pidana Pencurian 
Tindak Pidana pencurian diatur dari Pasal 362 KUHP sampai dengan 
Pasal 367 KUHP. Oleh karena Pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan 
sudah diuraikan dalam Bab 1 tentang tindak pidana kekerasan yang sehari-
hari disebut sebagai perampokan maka tidak lagi diuraikan di sini. 
Tindak Pidana Pencurian adalah tindak pidana yang paling umum, 
paling sering terjadi, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Tindak 
pidana semacam ini merupakan tindak pidana netral, seperti pembunuhan, 
perkosaan, pemalsuan surat, penghinaan, dan seterusnya. Terjadi di semua 
Negara dan semua zaman, dari zaman Nabi Musa sampai kini. Lebih netral 
lagi, tindak pidana baru sebagai akibat kemajuan teknologi seperti tindak 
pidana di bidang komputer, cyber, perbankan, lingkungan hidup, pasar 
modal, dan sebagainya. Mungkin variasinya pada ancaman pidananya. 
Tindak pidana yang tidak netral artinya KUHP di dunia tidak sama, yaitu 
tindak pidana kesusilaan, tindak pidana agama dan tindak pidana ideologi.20 
Pasal 362 KUHP berbunyi :21 
“Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda 
paling banyak sembilan ratus rupiah” 
Dalam Pasal 362 KUHP jika diuraikan adalah sebagai berikut : 
a. Subjeknya (normadressaat) : barangsiapa 
b. Bagian inti tindak pidana (delictsbestanddelen) : bagian inti tindak 
pidana dalam Pasal 362 KUHP menjadi definisi semua tindak pidana 
pencurian dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu : 
1) Mengambil suatu barang (enig goed) 
2) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
3) Dengan maksud memilikinya secara 
4) Melawan hukum 
Semua bagian inti tindak pidana harus disebut dalam dakwaan dan 
bagaimana melakukannya. Kata Koster Henke mengenai Pasal 362 
KUHP, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena 
seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain. Lagi pula 
pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan 
dengan hak pemilik. Pada tindak pidana pencurian, melawan hukum 
adalah bagian inti tindak pidana yang harus tercantum dalam dakwaan, 
dan jika tidak terbukti, maka putusan bebas artinya tidak terjadi tindak 
pidana pencurian, karena terdakwa berhak atas barang itu.22 
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Koster Henke menjelaskan selanjutnya, jika seseorang mencuri 
barang miliknya sendiri yang sementara digadaikan, maka bukan delik 
pencurian. Lain halnya dengan KUHP Jepang, pencurian milik sendiri 
tetapi dikuasai oleh orang lain atau di bawah pengawasan orang lain 
sesuai dengan perintah pejabat publik, maka merupakan tindak pidana 
pencurian. Menurut Andi Hamzah, tentu termasuk barang kepunyaan 
sendiri yang sementara disita oleh pejabat publik (penyidik). 
Akan tetapi, jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang 
lain, maka tetap merupakan tindak pidana pencurian. Hal inilah yang 
membedakan dengan tindak pidana penggelapan, karena pada tindak 
pidana pencurian barang yang dicuri itu pada saat pengambilan itulah 
terjadi tindak pidana pencurian, karena pada saat itulah barang berada 
di bawah kekuasaan pembuat. Walaupun pengambilan itu hanya untuk 
dipergunakan sementara barang itu merupakan “memiliki” barang itu. 
Dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai 
tuan dan penguasa memiliki barang itu.23 
Dalam membuat dakwaan harus sedapat mungkin disebut jumlah 
harga yang dicuri atau kira-kira, untuk membedakan dengan tindak 
pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).24 
c. Ancaman pidana : pidana penjara paling lama lima tahun 
Ancaman pidana tindak pidana pencurian (biasa) yang sama dengan 
KUHP Indonesia paling lama lima tahun penjara, ialah KUHP Jerman 
(Pasal 242). 
Semua bagian inti tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 362 
KUHP (pencurian biasa) berlaku juga untuk Pasal 364 KUHP (pencurian 
ringan). Akan tetapi ada perbedaan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari 
dua ratus lima puluh rupiah. Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan 
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dan Jumlah Denda Dalam KUHP dijelaskan bahwa kata-kata dua ratus lima 
puluh rupiah dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. 
Pasal 365 KUHP sudah diuraikan di dalam Bab 2 tentang delik 
kekerasan. Berdasarkan Pasal 367 KUHP, pencurian termasuk perbuatan 
antarkeluarga, yaitu antara suami dan istri tidak terpisah meja dan tempat 
tidur tidak dapat dilakukan penuntutan. Namun, akan menjadi delik aduan 
jika terjadi pisah dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara 
keluarga (sedarah dan semenda) sampai derajat kedua (misalnya antara 
saudara kandung atau ipar). Begitupula jika kekuasaan orang tua dijalankan 
oleh orang yang berdasarkan lembaga matrilineal seperti di Minangkabau. 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak dapat dikenakan dalam delik 
pencurian yang tercantum dalam Pasal 362, 363, dan 365 KUHP (Pasal 
366).25 
4. Tindak Pidana Pencurian Ringan 
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 
pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan 
unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi 
diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang 
menyatakan: 
“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, 
begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila 
tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang 
ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh 
lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling 
lama tiga bulan atau denda paling enam puluh rupiah”. 
Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur 
dalam pencurian ringan adalah: 
1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP); 
2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP); 
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3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau 
memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu; 
4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; 
5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan 
6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima 
rupiah. 
B. Kajian Umum Undang-Undang Perkebunan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dibentuk 
dengan latar belakang atau dasar pemikiran yaitu, pertama, dari aspek 
filosofis, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, dari 
aspek sosiologis, bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi 
besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 
Ketiga, dari aspek yuridis, bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah 
tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum 
mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum meningkatkan nilai 
tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti. Menindaklanjuti 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 dalam rangka 
permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004.26 
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, 
yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan 
sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, 
budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman 
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Perkebunan.27 Usaha perkebunan merupakan usaha yang dilakukan untuk 
menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.28 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
menyebutkan, perusahaan perkebunan didefinisikan sebagai pelaku usaha 
perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola 
usaha perkebunan dengan skala tertentu. Sedangkan hasil perkebunan 
adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan, terdiri dari 
produk utama, produk turunan, produk sampingan, dan produk ikutan.29 
Tujuan penyelenggaraan  Perkebunan dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber 
devisa Negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, 
meningkatkan produksi, prosuktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan 
pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta 
bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku 
Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber 
daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan 
meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan 
tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, 
keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, 
kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.30 
Perusahaan perkebunan seringkali bekerja sama dengan masyarakat 
setempat dan pihak terkait lainnya yang meliputi pengadaan proyek kebun 
plasma di atas lahan masyarakat atau penyediaan lahan perusahaan yang 
dikelola oleh masyarakat. Kerja sama tersebut merupakan karakteristik 
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tambahan sektor perkebunan yang tercermin dalam penyajian dan 
pengungkapan laporan keuangan perusahaan.31 
Perkebunan Inti Rakyat (PIR) merupakan program pemerintah yang 
mewajibkan perusahaan tertentu untuk membina masyarakat transmigran 
untuk menghasilkan komoditas perkebunan tertentu. Perusahaan diwajibkan 
untuk membuka lahan, menyediakan bibit, pupuk dan sarana lain yang 
dananya akan diganti jika tanaman telah menghasilkan. Perkebunan inti 
rakyat, terdiri dari :32 
a. Perkebunan inti, yaitu perkebunan yang dimiliki perusahaan. 
b. Perkebunan rakyat, yaitu perkebunan yang akan diserahkan kepada 
petani setempat pada setiap saat menghasilkan. Perkebunan rakyat 
dibangun di atas tanah yang dimiliki pemerintah yang telah diserahkan 
kepada transmigran. Proyek PIR dibiayai oleh pemerintah yang telah 
disalurkan kepada perusahaan atau ditalangi sementara oleh 
perusahaan. Pengelolaan perkebunan inti rakyat ini akan 
diserahterimakan kepada petani (transmigran) senilai harga konversi 
yang ditetapkan pemerintah pada saat perkebunan rakyat siap 
menghasilkan. Petani (transmigran) berkewajiban menjual hasil 
panennya kepada perusahaan dan mencicil kredit pemerintah dengan 
cara pemotongan hasil dari penjualannya. 
Pada industri perkebunan, tanaman perkebunan merupakan komoditas 
utama entitas. Hal ini dikarenakan semua aktivitas entitas terkait operasional 
bisnisnya bermula pada proses pengelolaan dan hasil penjualan dari tanaman 
ini. Tanaman perkebunan dapat diklasifikasikan sebagai berikut  :33 
a. Tanaman semusim 
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Tanaman semusim dapat ditanam dan habis dipanen dalam siklus 
tanam. Termasuk dalam kategori tanaman semusim adalah tanaman 
pangan seperti padi, kedelai, jagung, dan tebu. 
b. Tanaman keras 
Merupakan tanaman yang memerlukan waktu pemeliharaan lebih dari 
satu tahun sebelum dapat dipanen secara komersial pertama kali. 
Contoh tanaman keras antara lain kelapa sawit, karet, dan cokelat. 
c. Tanaman holtikultura 
Merupakan tanaman yang hasil panennya dapat dikonsumsi langsung 
seperti buah-buahan dan sayuran. Tanaman holtikultura dapat berupa : 
1) Tanaman semusim, misalnya wortel, kol, kentang, dan lain-lain. 
2) Tanaman yang dapat dipanen lebih dari satu kali panen tapi bukan 
tanaman keras. Contohnya tomat, cabe, semangka, melon, timun, 
dan lain-lain. 
3) Tanaman keras. Contohnya jeruk, apel, dan lain-lain. 
d. Tanaman non holtikultura 
Merupakan tanaman yang hasil panennya tidak dapat dikonsumsi secara 
langsung. Tanaman non holtikultura dapat berupa : 
1) Tanaman semusim, misalnya padi. 
2) Tanaman yang dapat dipanen lebih dari satu kali panen tapi bukan 
tanaman keras. Contohnya bunga matahari. 
3) Tanaman keras, contohnya kopi, teh, kelapa sawit, dan lain-lain.  
e. Tanaman belum menghasilkan 
Tanaman belum menghasilkan yang dapat berupa semua jenis tanaman, 
yang dapat dipanen lebih dari satu kali. Digunakan sebagai sebutan akun 
untuk menampung biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman 
sampai saat tanaman tersebut siap untuk menghasilkan secara 
komersial. 
f. Tanaman telah menghasilkan 
Merupakan tanaman keras yang dapat dipanen lebih dari satu kali yang 
telah menghasilkan secara komersial. Digunakan sebagai sebutan untuk 
biaya-biaya yang sudah harus dikapitalisasi sebagai bagian aktiva tetap. 
Secara spesifik tujuan pembangunan perkebunan, antara lain : 
a. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan baik dari segi kuantitas, 
kualitas, maupun kontinuitas penyediaannya dalam rangka mendorong 
peningkatan konsumsi langsung oleh masyarakat, memenuhi bahan baku 
industri dalam negeri, dan peningkatan ekspor non migas. 
b. Meningkatkan produktivitas lahan, tenaga kerja, dan modal. 
c. Meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani, karyawan, dan 
pengusaha perkebunan. 
d. Meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan. 
e. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. 
f. Ikut membantu program transmigrasi. 
g. Membantu pengembangan wilayah dan memperkecil ketimpangan 
pertumbuhan ekonomi antar wilayah. 
h. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan, iklim, dan sumber daya 
manusia serta sekaligus memelihara kelestarian alam dan lingkungannya. 
i. Ikut memantapkan wawasan nusantara serta meningkatkan ketahanan 
nasional dan keamanan ketertiban masyarakat. 
Pengembangan tanaman perkebunan pada masa mendatang 
mempunyai tantangan dalam hal untuk mendapatkan jenis tanaman yang 
cocok dengan kondisi daerah atau kondisi alamnya dan mempunyai prospek 
pemasaran yang baik untuk masa mendatang. Tanaman perkebunan 
merupakan komoditi yang ditujukan untuk mendukung industri dan sebagai 
salah satu sumber untuk meningkatkan devisa Negara serta untuk 
kemakmuran rakyat. Tentulah harapan dalam pengembangan tanaman 
perkebunan amatlah penting. Dari berbagai komoditi perkebunan yang 
diusahakan baik oleh perkebunan besar maupun perkebunan rakyat tidak 
dapat dipungkiri selalu diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang 
sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara sektor 
ekonomi dan lingkungan. 
C. Kajian Umum Tentang Tujuan Hukum 
1. Teori-Teori Tujuan Hukum 
Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu 
digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini 
disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan 
dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara 
tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti 
ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav 
Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 
1. Keadilan Hukum 
2. Kemanfaatan Hukum 
3. Kepastian Hukum34 
Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan diatas, maka 
sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada 
awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang 
paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa 
dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi 
praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II 
dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman 
perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas 
dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.35 
Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu 
waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian 
hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau 
kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak 
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memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. 
Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak 
berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal 
menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat 
menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang 
mengikuti Radbruch.36 
a. Teori Keadilan Hukum 
Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang 
beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat 
dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan 
untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau 
sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak 
tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau 
suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena 
terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan 
bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan 
mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.37 
Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan 
yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan 
masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. 
Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi 
golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus 
sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang 
mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan 
diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya 
supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam 
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hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang 
berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, 
harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program 
penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 
dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang 
sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama 
bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial 
ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat 
timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang 
berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.38 
Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa 
hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh 
hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan 
disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. 
Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di 
hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi 
kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, 
hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif 
berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, 
sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan 
sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, 
pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas 
suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan 
kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya 
kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang 
menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari 
kesalahan yang dilakukan. 
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Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch 
menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai 
keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, 
keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan 
menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.39 
Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur 
sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. 
Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi 
hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas 
menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai 
kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah 
menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam 
kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai 
dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih 
diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum 
maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah 
kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian 
juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser 
nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum 
harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.40 
Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban 
nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi 
hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif 
berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak 
bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.41  
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Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh 
Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil 
untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, 
kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.42 
Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh 
Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat 
memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana 
sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh 
yang sangat kuat dari sistem- sitem hukum dunia yang ada saat ini dan 
dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum 
bangsa Indonesia.43 
Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam 
pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa 
sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak 
statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun 
banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu 
menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau 
institusi pencipta hukum. 
Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat 
adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan 
asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana 
telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan 
pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai 
suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin 
konflik dalam (conflict within the law).44 
b. Teori Kemanfaatan Hukum 
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Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham 
(1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu 
adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, 
ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagimana menilai suatu 
kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara 
moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang 
paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan 
tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya 
kerugian bagi orang-orang yang terkait.45 
Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca 
Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya 
akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum 
baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya 
adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya 
penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan 
akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar 
penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa 
teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. 
Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. 
Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian 
terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan 
berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. 
Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang 
pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.46 
Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. 
Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu 
perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin 
kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk 
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menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri 
maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga 
hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi 
kesejahteraan umat manusia.47 Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu 
tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya 
suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan 
kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar 
keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-
usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, 
melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan 
perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia 
untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri 
maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan 
akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas 
dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada 
orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat 
keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi 
kesejahteraan umat manusia.48 
c. Teori Kepastian Hukum 
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan 
sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari 
kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap 
suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya 
kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan 
dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan 
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untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa 
diskriminasi.49 
Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu 
sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui 
logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis 
mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem 
logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu 
harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib 
berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. 
Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada 
ketertiban.50 
Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada 
kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam 
menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav 
Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. 
Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam 
hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik 
ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada 
pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, 
konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.51 
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab 
secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah 
ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena 
mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan 
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keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem 
norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 
konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan 
dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.52 
Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang 
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa 
hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-
undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya 
didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan 
dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam 
pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif 
tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan 
pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang 
hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau 
lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, 
maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur 
kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati 
meskipun hukum positif itu kurang adil.53 
Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, 
ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti 
sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus 
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan 
dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian 
hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, 
bukan sosiologi.54 
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3. Teori Tujuan Pemidanaan 
Mengenai pengertian hukum pidana, dikalangan para sarjana memiliki 
perbedaan pendapat sesuai dengan perumusan ataupun batasannya. Moeljanto 
mengatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 
di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk; 
menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, 
dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang 
siapa yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada 
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara 
bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang 
disangka telah melanggar larangan tersebut. Aturan hukum seperti ini dikenal 
dengan hukum pidana materiil. 
Hukum Pidana materiil tidak dapat tegak tanpa adanya aturan hukum 
lainnya yang menjamin pelaksanaan dari hukum materiil. Aturan hukum 
tersebut kemudian dikenal dengan istilah hukum formil. Menurut E.Y Kanter55 
hukum materiil adalah ketentuan-ketentuan tentang acara penyelesaian 
pelanggaran hukum materiil termasuk di dalamnya mengatur kekuasaan badan-
badan peradilan dan acaranya. Terkait dengan ini kita mengenalnya dengan 
hukum acara pidana. 
Pemidanaan merupakan salah satu bagian dari sarana mencapai tujuan 
hukum. Tujuan hukum adalah sebuah alasan mengapa adanya hukum materiil 
dan juga hukum formil. Tujuan hukum dapat tercapai apabila hukum ditegakkan 
berdasarkan aturan yang berlaku dengan berlandaskan kepada etika dalam 
penegakannya. 
Tentang apa yang menjadi tujuan hukum terdapat banyak teori, namun 
demikian mustahil dapat kita bahas secara memadai satu persatu dalam tulisan 
ini. Namun demikian diantara begitu banyak teori tentang tujuan hukum maka 
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paling tidak ada beberapa teori yang dapat menjadi acuan sebagai dasar kita 
untuk melihat tentang apa yang menjadi tujuan hukum. 
Ahmad Ali membagi grand theory tentang tujuan hukum, yaitu : teori 
barat, teori timur dan teori islam yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :56 
a. Teori Barat 
1) Teori Klasik : 
- Teori Etis adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan 
keadilan (justice). 
- Teori Utilistis adalah tujuan hukum semata-mata untuk 
mewujudkan kemanfaatan (utility). 
- Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk 
mewujudkan kepastian hukum (legal certainly) 
2) Teori Modern 
Tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. 
3) Teori Prioritas Kasuistik adalah tujuan hukum mencakupi keadilan, 
kemanfaatan, kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara 
proporsional, sesuai dengan kasus yang di hadapi dan ingin 
dipecahkan. 
b. Teori Timur 
Berbeda dengan teori barat tentang tujuan hukum, maka teori timur 
umumnya tidak menempatkan kepastian  
c. Teori Islam 
Teori tujuan hukum islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan 
“kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi 
“kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan 
mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an : 
1) Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man’u (segala yang 
bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang). 
2) La darara wa la dirar (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan 
menjadi korban kemudaratan). 
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3) ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan). 
Selain teori diatas Leden Marpaung membagi tujuan hukum pidana 
kepada dua hal yaitu Teori Absolut dan Teori Relatif.57 
1. Teori Absolut (Vergeldingstheorie) 
Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap 
para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan 
kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. 
2. Teori Relatif (Doeltheorie) 
Teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut : 
a. Menjerakan 
Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana 
menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (special 
preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan 
perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami 
hukuman yang serupa (generale preventie). 
b. Memperbaiki pribadi terpidana 
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama 
menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan 
mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai 
orang yang baik dan berguna. 
c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya 
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan 
membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan 
hukuman seumur hidup. 
D. Asas-Asas tentang Konflik Norma 
Dalam Identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan 
hukum, yaitu kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik antar norma 
hukum (antinomy hukum), dan norma yang kabur (vage normen) atau norma 
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tidak jelas.58 Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomy hukum), 
maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik yaitu :59 
1. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah (asas hierarki). Hierarki peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan terdiri atas : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerag Kabupaten/Kota. 
2. Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yaitu peraturan yang khusus akan 
melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang 
khususlah yang harus didahulukan. Ada beberapa prinsip yang harus 
diperhatikan dalam asas ini, yaitu : 
a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap 
berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus 
tersebut; 
b. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-
ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang); 
serta 
c. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan 
hukum yang sama dengan lex generalis. 
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3. Lex Posteriori Derogat Legi Priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan 
atau melumpuhkan peraturan yang lama. Asas ini memuat beberapa 
prinsip, yaitu : 
a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan 
hukum yang lama; serta 
b. Aturan hukum baru dan aturan hukum lama mengatur aspek yang 
sama. 
Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati60, terdapat beberapa tipe 
penyelesaian konflik norma atau pertentangan norma berkaitan dengan penerapan 
asas preferensi hukum, yaitu : 
1) Pengingkaran (disavowal) 
Langkah ini seringkali merupakan suatu paradok, dengan mempertahankan 
bahwa tidak terjadi konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan 
asas lex specialis dalam konflik pragmatis atau konflik logika diinterpretasi 
sebagai pragmatis. Tipe ini beranggapan bahwa tidak terdapat konflik norma, 
meskipun dirasakan sesungguhnya terdapat konflik norma. 
2) Reinterpretasi (reinterpretation) 
Dalam kaitan penerapan ketiga asas preferensi hukum harus dibedakan, yang 
pertama adalah reinterpretasi yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi 
hukum, menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara yang lebih 
fleksibel. Cara yang kedua yakni menginterpretasi norma preferensi, dan 
kemudian menerapkan norma tersebut dengan menyampingkan norma yang 
lain. 
3) Pembatalan (invalidation) 
Terdapat dua macam pembatalan, yakni pembatalan abstrak formal dan 
pembatalan praktikal. Pembatalan abstrak dan formal yaitu pembatalan suatu 
norma yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus, misalnya pembatalan 
Peraturan Pemerintah ke bawah (dalam hierarki peraturan perundang-undangan) 
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pembatalan norma Undang-undang 
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terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatalan praktikal yaitu pembatalan 
suatu norma dengan cara tidak melaksanakan norma tersebut di dalam kasus 
konkrit. 
4) Pemulihan (remedy) 
Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan suatu ketentuan. Misalnya 
dalam hal suatu norma yang unggul dalam arti overruled norm, berkaitan 
dengan aspek ekonomi maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, 





Sebagaimana dalam sistem hukum, hukum atau pidana yang dijatuhkan 
adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, 
haruslah terlebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika tidak 
ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Dasar 
adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, asas ini merupakan asas yang 
penting dalam hukum pidana “Asas Legaliteit”, asas itu ditulis dalam buku karangan 
Von Feuerbach yang ditulis tahun 1801 yang berbunyi “Nullum Delictum Nulla Poena 
Sine Praevia Lege Poenale” yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana 
kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, 
sebelum perbuatan dilakukan.61 
Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebut 
asas legalitas, yang menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana 
kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Artinya 
bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukum 
lebih luas pengertiannya. Hukum merupakan sistem peraturan yang dibuat oleh 
Negara sesuai dengan undang-undang dan norma-norma yang berlaku, baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis demi mengatur tata tertib dalam masyarakat dan 
terhadap pelanggaran yang umumnya dikenai sanksi agar terciptanya keamanan dan 
terlindunginya kepentingan masyarakat. Sehingga mengenai hal diatas berhubungan 
dengan hukum pidana. 
Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 
suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:62 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja 
yang melanggarnya. 
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2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 
telah diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. 
Dikehidupan saat ini diperlukan suatu sistem hukum yang dapat 
menciptakan kehidupan yang harmonis dan teratur. Sehingga dibuatlah sanksi 
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 
menyelesaikan perkara yang timbul dalam masyarakat. Maka dari itu dalam 
menjatuhkan sanksi pidana dibutuhkan dasar pertimbangan dari hakim, guna 
mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili 
suatu tindak pidana yang dihadapi. 
Yang dimaksud dengan dasar pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi 
hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan pada terdakwa yang 
disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 
diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan 
terdakwa. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non yuridis. 
Seorang hakim harus mempunyai alasan dan dasar pertimbangan-
pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Dalam menjatuhkan putusan 
tersebut mesti memperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu : 
1. Kepastian Hukum 
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau aturan yang berlaku 
ditegakkan dan ditaati. 
2. Kemanfaatan 
Menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, jangan 
sampai justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan Negara. 
3. Keadilan 
Menekankan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka akan memberikan rasa 
keadilan bagi masyarakat. (cari referensi ini pernyataan dr siapa) 
Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang 
hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah 
yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), yaitu : 
“Alat bukti yang sah ialah: 
1. Keterangan saksi 
2. Keterangan ahli 
3. Surat 
4. Petunjuk 
5. Keterangan Terdakwa.” 
Pada bab ini, penulis akan menyajikan bahan hukum yang diperoleh selama 
melakukan penelitian. Bahan hukum tersebut diperoleh dari studi pustaka yang telah 
menjadi berkas perkara yang diperoleh dengan cara pengambilan langsung dari 
website dokumen putusan perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri Simalungun 
yaitu putusan perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim. Untuk mengetahui secara 
lebih rinci dan mendalam tentang berkas perkara tersebut, maka berikut ini penulis 
akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh mengenai bagaimana dasar 
pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim dan bagaimana 
implikasi Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan. 
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap 
Samirin 
1. Posisi Kasus 
Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 18.10 WIB di Areal 
Perkebunan PT. Bridgestone tepatnya di Blok EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori 
Dolok Ulu Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, Samirin menadah 
hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian 
sebanyak 1,9 kg (satu koma sembilan kilogram) getah rambung. 
Perbuatan tersebut berawal dari Saksi Sandra dan Saksi Nurliono yang 
sedang berpatroli dan mendatangi Samirin yang sedang memungut dan 
mengumpulkan getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di 
pohon rambung dari pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain 
dan memasukkan getah rambung tersebut tersebut ke dalam 1 (satu) buah 
plastik kresek berwarna merah. Kemudian Saksi Sandra dan Saksi Nurliono 
mengamankan Samirin karena tertangkap tangan dengan barang bukti berupa 1 
(satu) buah plastik kresek warna merah yang berisikan getah rambung. 
Saksi Sandra dan Saksi Nurliono membawa Samirin ke kantor Security 
Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Maringir dan menimbang getah tersebut 
yang disaksikan oleh Samirin dan berat keseluruhan adalah 1,9 kg (satu koma 
sembilan kilogram). Setelah menimbang getah tersebut, Saksi Sandra dan Saksi 
Nurliono memberitahu Manager Security dan Manager Division III PT. 
Bridgestone SRE dan menyatakan atas perbuatan Samirin PT. Bridgestone 
mengalami kerugian sebanyak 1,9 kg x 50% x Rp. 18.400,-/kg = Rp. 17.480,- 
(tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah). 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh Samirin pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Dakwaan Alternatif Satu 
Bahwa Terdakwa Samirin pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira 
pukul 18.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 
2019, bertempat di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok 
EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kecamatan Tapian Dolok 
Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menadah 
hasil usaha perkebunan yang tentang perkebunan diperoleh dari 
penjarahan dan/atau pencurian mengambil berupa 1,9 Kg (satu koma 
sembilan kilogram) getah rambung, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 
dengan cara: 
Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas Terdakwa setelah 
selesai mengangon lembu di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE, 
Terdakwa memungut dan mengumpulkan getah rambung dari mangkok ke 
mangkok yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu 
ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke 
dalam 1 (satu) buah plastik kresek berwarna merah dan pada saat 
Terdakwa sedang memasukkan getah rambung ke dalam plastik datang 
Saksi Sandra dan Nurliono yang sedang berpatroli dan langsung 
menghampiri Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa 
(tertangkap tangan) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik 
kresek warna merah berisikan getah rambung. Selanjutnya Saksi Sandra 
dan Nurliono membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor 
Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Maringir dan kemudian 
menimbang getah tersebut yang disaksikan oleh pelaku dan berat 
keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram). Selanjutnya 
Saksi Sandra dan Nurliono memberitahukan kepada pimpinan dalam hal ini 
Manager Security dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE.  
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Bridgestone 
SRE mengalami kerugian atas hilangnya getah sebanyak 1,9 Kg x 50 % x 
Rp.18.400,-/ Kg = Rp.17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh 
rupiah). 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 
Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
b. Dakwaan Alternatif Kedua 
Bahwa Terdakwa Samirin pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira 
pukul 18.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 
2019, bertempat di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok 
EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kecamatan Tapian Dolok 
Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menadah 
hasil usaha perkebunan yang tentang perkebunan diperoleh dari 
penjarahan dan/atau pencurian mengambil berupa 1,9 Kg (satu koma 
sembilan kilogram) getah rambung, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 
dengan cara: 
Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas Terdakwa setelah 
selesai mengangon lembu di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE, 
Terdakwa memungut dan mengumpulkan getah rambung dari mangkok ke 
mangkok yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu 
ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke 
dalam 1 (satu) buah plastik kresek berwarna merah dan pada saat 
Terdakwa sedang memasukkan getah rambung ke dalam plastik datang 
Saksi Sandra dan Nurliono yang sedang berpatroli dan langsung 
menghampiri Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa 
(tertangkap tangan) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik 
kresek warna merah berisikan getah rambung. Selanjutnya Saksi Sandra 
dan Nurliono membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor 
Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Maringir dan kemudian 
menimbang getah tersebut yang disaksikan oleh pelaku dan berat 
keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram). Selanjutnya 
Saksi Sandra dan Nurliono memberitahukan kepada pimpinan dalam hal ini 
Manager Security dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE.  
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Bridgestone 
SRE mengalami kerugian atas hilangnya getah sebanyak 1,9 Kg x 50 % x 
Rp.18.400,-/ Kg = Rp.17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh 
rupiah). 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 
Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan, dari 
keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa dan beberapa barang bukti maka 
sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan 
alternative kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 
107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 
tentang Perkebunan sebagai berikut: 
1) Setiap Orang 
Setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, 
yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi 
yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana 
atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas segala tindakannya. 
Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan 
keterangan terdakwa di persidangan saling bersesuaian jelas bahwa yang 
dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Samirin 
lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam 
persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian 
unsur setiap orang telah terpenuhi. 
2) Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan 
Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, dengan 
demikian perbuatan terdakwa yang secara tidak sah telah mengambil dan 
memungut getah rambung di areal perkebunan PT. Bridgestone. Terdakwa 
tidak memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone untuk mengambil dan 
memungut getah rambung tersebut dan terdakwa pada saat melakukan 
perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari 
pihak PT. Bridgestone dan atas kejadian tersebut pihak PT. Bridgestone 
mengalami kerugian atas hilangnya getah rambung sebanyak 1,9kg x 50% 
x Rp. 18.400,-/kg = Rp. 17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan 
puluh rupiah). 
Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara 
tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata 
perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari 
dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 
tahun 2014 tentang Perkebunan. 
Karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif 
maka sesuai tertib hukum acara, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk 
memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, yang cocok dan 
pantas dengan perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis Hakim 
sependapat dengan Penuntut Umum untuk memilih dakwaan alternatif 
kedua. Oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka 
terhadap dakwaan alternatif satu tidak perlu dibuktikan dan 
dipertimbangkan lagi. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Samirin telah terbukti secara sah dan maykinkan 
bersalah melakukan perbuatan pidana “secara tidak sah memungut dan 
atau memanen hasil usaha perkebunan”. Perbuatan terdakwa tersebut 
melanggar Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang 
Perkebunan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Samirin selama 10 
(sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 
1) 1 (satu) buah plastik kresek warna merah 
Dirampas untuk dimusnahkan: 
1) Getah rambung dengan berat keseluruhan 1,9kg 
d. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- 
(lima ribu rupiah). 
4. Putusan Majelis Hakim 
Pada sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 
15 Januari 2020, dihasilkan putusan dengan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim 
dengan amar putusan sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Samirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan atau 
memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif 
kedua. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan 
ini diucapkan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
1) 1 (satu) buah plastik kresek warna merah 
Dimusnahkan 
1) Getah rambung dengan berat keseluruhan 1,9kg (satu koma 
sembilan kilogram) 
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Bridgestone 
SRE. 
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
5. Dasar Pertimbangan yang Dipergunakan oleh Hakim dalam 
Menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 
590/Pid.B/2019/PN.Sim 
Fiat justitia ruat coelom (meski langit runtuh keadilan harus 
ditegakkan) pepatah ini sering digunakan sebagai argumen pembenaran 
dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Sebelum memutuskan 
sebuah perkara tindak pidana hakim harus memiliki pertimbangan. 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping 
itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. 
Pertimbangan hakim sebagai landasan keputusan atau tujuan dari 
pemidanaan atau pemberian tindakan itu, apakah untuk menciptakan efek 
jera, apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan, apakah untuk 
menciptakan tegaknya aturan hukum. 
Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana pencurian di Areal Perkebunan yang 
dilakukan oleh Samirin yang dalam Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim, 
ada dua yaitu yuridis dan non yuridis, adapun pertimbangan dalam putusan 
tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Pertimbangan Yuridis 
Yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta 
yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang 
yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat pada putusan. 
Dimana yang termasuk pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari 
Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan 
sebagainya.(rusli Muhammad op cit hlm. 115-116) 
a. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum 
Pada kasus ini dengan tuntutan pidana penjara yang diberikan oleh 
Jaksa kepada terdakwa dan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF kedua, yang mana 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
perbuatan pidana secara tidak sah memungut atau memanen hasil 
usaha perkebunan. Maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 
10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan sementara, serta ditetapkan terdakwa tetap ditahan.63 
b. Barang-barang bukti 
Saat menjatuhi putusan hakim harus memperhatikan barang bukti 
untuk membuktikan apakah orang tersebut melakukan kesalahan 
atau tidak. Dalam hal ini jaksa telah memberikan barang bukti yang 
menguatkan kesalahan terdakwa dengan jelas, berupa: 1 (satu) 
buah plastik kresek warna merah dan getah rambung dengan berat 
keseluruhan 1,9kg.64 
Dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang 
bukti berupa: 
1) 1 (satu) buah plastik kresek warna merah 
Dimusnahkan 
2) Getah rambung dengan berat keseluruhan 1,9kg (satu koma 
sembilan kilogram) 
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. 
Bridgestone SRE. 
c. Keterangan terdakwa 
Menurut keterangan terdakwa, ia mengakui dengan jelas bahwa 
dirinya dengan sengaja mengambil getah rambung di Areal 
Perkebunan PT. Bridgestone. Sehingga memperkuat keyakinan 
hakim bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 107 huruf d Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.65 
1) Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa benar telah 
melakukan pencurian getah rambung di Areal Perkebunan PT. 
Bridgestone SRE. 
2) Perbuatan terdakwa berawal pada saat terdakwa menggembala 
atau mengangon lembu dengan cara menggiringnya ke tengah-
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tengah atau ke dalam Areal perkebunan. Pada saat selesai 
mengangon lembu dan menggiring pulang lembu-lembu 
tersebut, terdakwa muncul niat untuk mengambil getah 
rambung milik perkebunan PT. Bridgestone SRE lalu mencari 
wadah penampungan getah rambung yang akan diambil, pada 
saat itu terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik kresek 
berwarna merah. 
3) Terdakwa mengutip getah rambung milik PT. Bridgestone SRE 
dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung dari 
pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain, lalu 
memasukkan getah rambung tersebut ke dalam plastik kresek 
merah tersebut. 
4) Kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh security yang 
merupakan saksi dan mengamankan terdakwa di kantor 
security. 
d. Keterangan saksi 
Definisi saksi tercantum pada Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu orang yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan 
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, 
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Untuk membuktikan dakwaannya 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam kasus ini, yaitu 
: S, SS, N, I dan P, dimana kelima saksi di depan persidangan telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata 
cara agamanya masing-masing. Saksi-saksi tersebut dalam 
persidangan telah membenarkan atas pengambilan getah rambung 
di Areal Perkebunan PT. Bridgestone yang dilakukan oleh terdakwa. 
Berikut kesimpulan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum:66 
1) Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan. 
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2) Kelima saksi membenarkan atas perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa. 
2. Pertimbangan Non Yuridis 
Yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang 
tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut baik 
melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan 
masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang 
digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu latar 
belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial 
ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan. 
Hal-hal yang memberatkan: 
a. Perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak PT. Bridgestone 
SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE 
b. Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan 
karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE. 
Hal-hal yang meringankan: 
a. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan 
b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya 
Sebagai kesimpulan dari kasus diatas, tentang pertimbangan-
pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjatuhkan 
putusan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut: 
1. Dasar hukum dari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri 
Simalungun selain peraturan perundang-undangan dan keyakinan 
sendiri. 
2. Dalam pertimbangan majelis hakim untuk menentukan saknsi pidana 
yang akan dijatuhkan antara terdakwa yang melakukan tindak 
pidana pencurian dengan nominal yang kecil dengan nominal yang 
besar pada dasarnya sama, tidak ada pembedaan. Karena Pasal 107 
huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
sejatinya pasal yang mengatur mengenai penggunaan lahan secara 
tidak sah serta ketentuan mengenai sanksi pidananya tersebut 
merupakan replika dari Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang 
Perkebunan lama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang 
telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 
55/PUU-VII/2010.  
Pertimbangan non yuridis majelis hakim dalam hal meringankan 
dan memberatkan antara setiap kasus adalah berbeda, dapat dilihat dari 
segi jenis barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, latar 
belakang perbuatan, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, 
kondisi sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa dan sifat sopan 
dan santun terdakwa dalam persidangan. Adapun faktor yang 
meringankan antara lain, belum pernah dijatuhi hukuman, terdakwa 
sudah berusia lanjut, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. 
6. Analisis Hasil Penelitian 
Dalam putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim Jaksa Penuntut Umum 
menjatuhi perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif 
satu Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau 
alternatif dua Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang 
Perkebunan. 
Dakwaan alternatif terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara 
berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan 
dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum 
didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk 
dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari 
beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus 
memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbuti maka dakwaan 
pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.67 
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Dalam putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim, berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap dalam proses pengadilan, dari keterangan saksi-saksi 
maupun dari terdakwa dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada 
pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua 
Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 107 huruf d UU 
RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Isi dari Pasal 107 UU RI 
Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut: 
“Setiap Orang secara tidak sah yang: 
a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan 
Perkebunan; 
b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah 
masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan 
maksud untuk Usaha Perkebunan; 
c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau 
d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah).” 
Isi dari Pasal 55 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
adalah sebagai berikut: 
“Setiap Orang secara tidak sah dilarang: 
a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan 
Perkebunan; 
b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah 
masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan 
maksud untuk Usaha Perkebunan; 
c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau 
d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.” 
Dasar pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting 
dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian 
hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, 
baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, 
maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.68 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi 
pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian di area Perkebunan 
PT. Bridgestone SRE juga harus mempertimbangkan latar belakang dan 
sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Apabila 
terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya 
terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi 
alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan 
dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata 
pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan 
hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim 
sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang 
akan dijatuhinya. 
Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 
590/Pid.B/2019/PN.Sim yang utama dan pertama melihat dari beberapa 
faktor, diantaranya: 
a. Kesalahan pembuat pidana; 
b. Motif dan tujuan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana; 
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f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
Diketahui terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh 
hakim dalam memperberat dan meringankan sanksi pidana penjara yang 
akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah: 
a. Belum pernah dihukum atau residivis 
Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, 
terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 
sebelumnya. 
b. Sopan dalam persidangan 
Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang 
persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam 
bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang 
ditetapkan saat persidangan berlangsung. 
c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan 
Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa 
menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut 
dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana 
yang akan dijatuhkan. 
d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya 
e. Belum sempat menikmati hasil curian 
Apabila terdakwa diketahui belum menikmati hasil curiannya karena 
sudah lebih dulu ditangkap, hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi 
hakim untuk memperingan sanksi pidana yang akan dijatuhkan 
kepadanya. 
f. Mengembalikan barang hasil curiannya 
g. Nilai atau harga benda yang menjadi objek pencurian tidak terlalu tinggi 
Apabila objek pencurian yang dinilai tidak terlalu tinggi, maka dapat 
dijadikan suatu pertimbangan hakim sebagai alasan dalam meringankan 
sanksi pidana dalam putusan yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. 
Begitupun juga sebaliknya, terdapat alasan yang dijadikan 
pertimbangan hakim dalam memperberat menjatuhkan sanksi pidana penjara 
yang akan dijatuhinya, yaitu terkait hasil curian. Seperti pelaku diketahui 
getah hasil pencurian tersebut dikumpulkan dalam kresek dan kemudian 
dijual kembali oleh pelaku kepada orang lain yang bukan karyawan dari PT. 
Bridgestone SRE. Maka hal tersebut dijadikan pertimbangan hakim sebagai 
alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan 
terhadap pelaku tindak pidana. 
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa Samirin harus 
sesuai dengan masa depan terdakwa, tidak hanya berpacu pada kesalahan 
terdakwa. Dengan pertimbangan yuridis (fakta-fakta selama persidangan) 
dan non yuridis diharapkan putusan yang diambil adalah sebagai upaya 
memberikan efek jera kepada terdakwa bukan sebagai balas dendam akan 
apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. 
B. Implikasi Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan 
Undang-Undang Perkebunan dimiliki oleh Negara Indonesia pada tahun 
2004 dimana pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 
tentang Perkebunan lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2014 tentang Perkebunan. Dalam perkembangannya kedua Undang-Undang 
tersebut pernah diajukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke 
Mahkamah Konstitusi masing-masing satu kali pengujian. 
Dari dua kali pengujian Undang-Undang Perkebunan yang diajukan 
kepada Mahkamah Konstitusi, satu diputus dengan amar putusan mengabulkan 
seluruhnya yakni Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dimana konsekuensi logis 
dengan dikabulkannya permohonan pengujian norma dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar, maka norma tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat lagi. Sehingga apabila hendak melakukan revisi atas Undang-Undang 
tersebut maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah ditindak lanjuti, 
pun dengan Pemerintah apabila hendak mengambil suatu kebijakan haruslah 
memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 
Dalam Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010, norma yang diujikan berkaitan 
dengan isu konstitusional tindak pidana (criminal action) dibidang perkebunan 
yakni dalam Pasal 21 beserta penjelasannya dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) 
yang pada intinya setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat 
pada kerusakan kebun dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan 
terganggunya usaha perkebunan beserta sanksi pidananya apabila melakukan 
tindakan tersebut baik sengaja maupun lalai, namun norma ini dihapuskan oleh 
Mahkamah Konstitusi karena rumusan pasal yang mengatakan tindakan 
berakibat kerusakan kebun merupakan rumusan pasal yang terlalu luas maka 
sanksi atas tindakan tersebut pun tak dapat dibenarkan, berdasarkan hal 
tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan ketentuan norma tersebut 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Sehingga setiap orang tidak bisa dipidana hanya 
karena melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan dan terganggunya 
perkebunan. 
Isi dari Pasal 21 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut : 
“setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada 
kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan 
tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya 
usaha perkebunan” 
Penjelasan Pasal 21 adalah sebagai berikut : 
“yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan 
kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada 
tanaman, antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau 
pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya” 
“yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin 
adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizing pemilik hak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan” 
“yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan 
terganggunya usaha perkebunan adalah antara lain, tindakan yang 
mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau 
pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya” 
Ketentuan norma Pasal 21 serta Penjelasan Pasal 21 UU Nomor 18 
Tahun 2004 yang pada intinya mempermasalahkan frasa “yang dimaksud 
dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi 
tanah tanpa seizing pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan” 
dalam penjelasan pasal tersebut yang pada inti permasalahannya mengenai 
pendudukan tanah secara illegal. Namun dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan, ketentuan tersebut dimasukkan mengenai hal-hal yang 
parsial dalam ketentuan sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 
huruf a hingga huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014, yang berbunyi: 
“setiap orang secara tidak sah dilarang: 
a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai 
Lahan Perkebunan; 
b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai 
Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; 
c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau 
d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.” 
Dalam Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 2014 terkhusus huruf a yang 
menegaskan setiap orang yang secara tidak sah dilarang menggunakan, 
menduduki dan menguasai lahan perkebunan, hal tersebut secara makna sama 
dengan ketentuan Pasal 21 beserta penjelasannya dalam UU Nomor 18 Tahun 
2004 dimana penegasan mengenai tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik 
hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat 
mengakibatkan pengrusakan kebun. Penggunaan frasa “setiap orang secara 
tidak sah” dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang 
substansinya sama dengan frasa “penggunaan tanah perkebunan tanpa izin” 
dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pelanggaran 
konstitusinya telah disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, yang pada intinya frasa 
tersebut permasalahannya sangat beragam, mulai dari aspek sejarah kebijakan 
penguasa hingga persoalan batas yang tidak jelas yang menimbulkan konflik 
agraria. 
Selain ketentuan larangan tindakan yang dimasukkan kembali pada UU 
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Begitupun dengan ketentuan 
sanksi pidananya yang sebelumnya tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) bagi yang 
melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, serta dalam Pasal 47 ayat (2) 
bagi yang melakukan tindakan tersebut karena kelalaiannya, dimana kedua 
ayat tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat yakni tindakan pendudukan tanah secara illegal 
yang berakibat kerusakan hutan karena dianggap tidak relevan lagi. Namun 
karena ketentuan larangan tindakan tersebut dimasukkan kembali dalam Pasal 
55 UU Nomor 39 Tahun 2014, maka ketentuan sanksi pidana atas norma 
larangan tersebut juga dimasukkan kembali kedalam UU Nomor 39 Tahun 2014 
yakni dalam Pasal 107, tetapi dalam Pasal 107 ini tidak membedakan tindakan 
dengan sengaja atau kelalaiannya, tetapi yang pasti ketentuan sanksi pidana ini 
dimasukkan kembali dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 
Pada akhirnya Pasal 55 dan Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan tersebut diajukan pengujian pada Mahkamah Konstitusi, dimana 
kepastian hukum atas hak atas tanah masyarakat adat makin kuat dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, karena dalam 
putusan tersebut Pasal 55 dan Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan dinyatakan Inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa “setiap 
orang secara tidak sah” tidak dimaknai tidak termasuk anggota masyarakat 
hukum adat. Maka kesatuan masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah 
ulayatnya sendiri tidak bisa dikriminalkan dengan Pasal 55 dan Pasal 107 UU 
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena kesatuan masyarakat 
hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya tidak bisa dikategorikan setiap 
orang tidak sah melakukan perbuatan di lahan perkebunan, artinya tidak bisa 
dipergunakan kepada kesatuan masyarakat hukum adat yang mengerjakan 
tanah ulayatnya sendiri. 
Dalam Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim Jaksa Penuntut Umum 
menjatuhi perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif satu 
Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau alternatif dua 
Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan, dari 
keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa dan beberapa barang bukti maka 
sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan 
alternatif kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 
107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. 
Jika ditinjau dari aspek kepastian hukum, Pasal 107 huruf d UU RI 
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menimbulkan konflik norma yang 
ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan. Konflik 
norma dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan meliputi: 
1. Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
pernah diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi dan Pasal 107 huruf d UU 
RI Nomor 39 Tahun 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai 
sanksi. 
Pada point pertama, penjelasan mengenai alasan pembatalan 
Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Mengenai konsekuensi terkait 
pasal yang diputus oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 
590/Pid.B/2019/PN.Sim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, 
karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 2 macam pengujian 
yaitu, pengujian formal dan materil. Pengujian formal terhadap suatu 
undang-undang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berarti 
pembentukan undang-undang tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 
1945, maka seluruh undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. Sedangkan pengujian materil dikabulkan hanya materi 
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang 
dimohonkan pengujian itu saja yang bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim, 
terdakwa diputus dengan Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan, yang mana menurut putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 138/PUU-XIII/2015 pasal tersebut telah dibatalkan. Maka 
konsekuensi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor  
590/Pid.B/2019/PN.Sim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
 
2. Penjatuhan sanksi terhadap terdakwa tidak seimbang jika dilihat dari 
kerugian yang di alami oleh PT. Bridgestone SRE. 
Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur 
sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. 
Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, 
dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari 
sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan 
dan kemanfaatan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang 
terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang 
dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kemanfaatan lebih diutamakan, maka 
nilai kemanfaatan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai 
keadilan karena yang penting bagi nilai kemanfaatan adalah kenyataan 
apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika 
yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai 
kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Sehingga, dalam penegakan 
hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.69 
                                                             
69 LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan 
(Studi Kasus: Kasus Mbah Minah). http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-
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Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 
didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan 
sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam 
tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian 
hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum 
melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian 
hukum. 
Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan 
pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi 
ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan 
atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan yang dijadikan pertimbangan 
dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum 
kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.70  
Penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang 
dimiliki oleh hakim. Beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait 
dengan penentuan nilai pidana, yaitu: faktor dampak kejahatan, faktor 
modus operandi kejahatan, faktor perilaku terdakwa di persidangan, 
faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, faktor pribadi hakim yang 
memutus.71 
Hakim memutus perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim dengan Pasal 
107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam pasal 
tersebut terdapat sanksi pidana penjara atau pidana denda. Pidana penjara 
paling 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah. Perkara pencurian telah diatur 
dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Semua bagian inti tindak 
pidana yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP (pencurian biasa) berlaku 
juga untuk Pasal 364 KUHP (pencurian ringan). Akan tetapi ada perbedaan 
nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Dalam 
                                                             
70 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 798 
71 Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif 
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Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP 
dijelaskan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dibaca menjadi dua 
juta lima ratus ribu rupiah. 
Dalam putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim, kerugian yang 
dialami oleh PT. Bridgestone SRE sebanyak 1,9 kg x 50% x Rp. 18.400,-
/kg = Rp. 17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah). 
Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera 
menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam 
Pasal 205-210 KUHAP. 
Adapun ketentuan mengenai Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur 
dalam Pasal 205-210 KUHAP adalah sebagai berikut: 
1) Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk 
mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan; 
2) Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat 
mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak 
pidana ringan; 
3) Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa 
melalui aparat Penuntut Umum; 
4) Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum; 
5) Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu 
yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan 
selesai dibuat Penyidik; 
6) Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa 
hadirnya terdakwa; 
7) Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan 
Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera 
untuk mencatat dalam buku register; 
8) Pemeriksaan perkara dengan Hakim Tunggal; 
9) Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara 
Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan 
dijadikan BAP Pengadilan; 
10) BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang 
Pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara 
Pemeriksaan yang dibuat Penyidik; 
11) Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat 
secara khusus dan tidak dicatat/disatukan dalam BAP. Putusannya 
cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar putusan yang 
disiapkan/dikirim oleh Penyidik; 
12) Catatan tersebut ditandatangani oleh Hakim; 
13) Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register; 
14) Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan 
Panitera sidang. 
Merujuk pada kasus yang telah diputuskan hakim tersebut, hakim 
menjatuhi terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 
(empat) hari dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara tersebut atas dasar 
sifat kooperatifnya pelaku selama persidangan dan menjadikan 
pertimbangan hakim bahwa pelaku sudah berusia lanjut dan pelaku 
mengaku jera atas perbuatannya tersebut sehingga hakim berani 
memutuskan perkara tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) 





Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa Samirin harus sesuai 
dengan masa depan terdakwa, tidak hanya berpacu pada kesalahan terdakwa. 
Dengan pertimbangan yuridis (fakta-fakta selama persidangan) dan non yuridis 
diharapkan putusan yang diambil adalah sebagai upaya memberikan efek jera 
kepada terdakwa bukan sebagai balas dendam akan apa yang telah dilakukan oleh 
terdakwa. 
Merujuk pada kasus yang telah diputuskan hakim tersebut, hakim menjatuhi 
terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari dikurangi 
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Hakim 
menjatuhkan pidana penjara tersebut atas dasar sifat kooperatifnya pelaku selama 
persidangan dan menjadikan pertimbangan hakim bahwa pelaku sudah berusia 
lanjut dan pelaku mengaku jera atas perbuatannya tersebut sehingga hakim berani 
memutuskan perkara tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 
(empat) hari.  
DAFTAR PUSTAKA 
Moeljanto. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Bina Aksara; 
Chazawi, Adami. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayu Media; 
Sitepu, Rida Ista. 2012. Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan 
Dikaitkan Dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012; 
Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group; 
Chazawi, Adami. 2007. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 
Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education 
Yogyakarta & PuKAP Indonesia. 
Hamzah, Andi. 2015. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP. 
Jakarta: Sinar Grafika; 
Erwin, Muhammad. 2012. Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo; 
Arief, Sidharta. 2007. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, 
Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama; 
Fauzan, Uzair. dkk. 1973. Teori Keadilan. London: Oxford University Press; 
Pawennei, Mulyati. dkk. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media; 
Kansil, CST. dkk. 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita; 
Mangesti, Yovita A. dkk. 2014. Moralitas Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing; 
Tanya, Bernard L. dkk. 2013. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang 
dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing; 
Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti; 
Prasetyo, Teguh. 2015. Keadilan Bermartabat. Bandung: Nusa Media; 
Keraf, Sonny. 1998. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius; 
Rasjidi, Lili. dkk. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya; 
Salman, Otje. 2010. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung: 
PT. Refika Aditama; 
Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti; 




Juridical Analysis of Article 107 Letter D of Law Number 39 of 2014 
concerning Plantation over the Petty Theft of Agricultural Produce from 
the Perspective of Legal Purposes 
 
(A study of Decision Number 590/Pid.B/2019/Pn.Sim) 
 
Siti Sahirotul Ilmiyah 
 
Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H 
Faculty of Law Universitas Brawijaya 
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 
Email: sahirotulilmiyah@gmail.com  
 
Abstract 
This research topic departs from the incidence where an old man (68), Samirin, was 
found to illegally harvest latex sap into a plastic bag in the plantation area of PT. 
Bridgestone SRE. Following this petty theft, the company faces a small amount of 
loss accounting for IDR. 17,480 (Seventeen thousand and four hundred and eighty). 
This case was brought further to court by the company. Prosecuting the defendant, 
the General Prosecutors referred to Article 111 of Law Number 39 of 2014 
concerning Plantation or Article 107 letter d of Law Number 39 of 2014 concerning 
Plantation. The judge proved the criteria of the second alternative indictment by 
referring to Article 107 letter d of Law Number 39 of 2014 concerning Plantation, 
and all the criteria based on the article were proven, and Samirin was sentenced to 
jail for two months and four days. The Supreme Court Decision Number 2 of 2012 
concerning the Definition of Scope of Misdemeanour and Fines in Penal Code implies 
that any crimes causing the loss under IDR 2,500,000 is categorized as a 
misdemeanour and must be investigated in a quick time. Article 107 letter d of Law 
number 39 of 2014 concerning Plantation was once examined by Constitutional 
Court under Decision Number 55/PUU-VIII/2010 that revoked the article since it was 
deemed to have no legal force. Thus, any court decision referring to this article will 
not have any binding legal force.  
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